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” Kebaharian Datang Jika Kita Berhenti Mengeluh 
Tentang Kesulitan-Kesulitan Yang Kita Miliki Dan 
Mengucapkan Terima Kasih Atas Kesulitan Yang Tidak 

Menimpa Kita....”

” Jangan Pernah Berhenti Meyakini Kalau Hidup Ini 
Akan Menjadi Lebih Baik, Baik Bagi Kehidupan Kita 
Sendiri Maupun Bagi Kehidupan Orang Lain...”
( Andre* Gede)

Kupersembahkan Untuk:
Papa dan Mama tercinta 

❖ My sisteRs n My BrOtheR 
(cHa-cHa\vinOv,£iCha)

*** KepOnakan ku ”SasYa” 
*** Almamaterku
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Analisis Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pengaruh dari 
Perkembangan Ekonomi Kota Palembang

ABSTRAKSI

Penelitian ini berjudul” Analisis Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan 
Pengaruh dari Perkembangan Ekonomi Kota Palembang”. Tujuan penelitian 
ini adalah untuk mengetahui (1) rasio PBB terhadap penerimaan daerah dan total 
bagi hasil pajak. (2) pengaruh PDRB dengan migas dan jumlah rumah tangga 
terhadap penerimaan PBB di Kota Palembang.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 
diperoleh dari berbagai instansi atau lembaga penelitian yang terkait dengan 
permasalahan yang sedang diteliti. Peralatan analisis yang digunakan adalah 
analisis rasio kontribusi dan regresi linier berganda. Variabel dependen adalah 
penerimaan PBB, sedangkan variabel independen adalah PDRB dengan migas dan 
jumlah rumah tangga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi PBB terhadap total bagi 
hasil pajak masih relatif rendah, ini terbukti rata-rata kontribusi sebesar 38,50%. 
Kontribusi PBB dibandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap 
penerimaan daerah sebesar 13,28% dan 27,35%. Rasio PBB terhadap PDRB 
dengan migas juga masih tergolong rendah dengan rata-rata sebesar 0,276%. 
Berdasarkan nilai koefisien determinan (R=0,822) menunjukkan bahwa faktor 
PDRB dengan migas dan jumlah rumah tangga memberikan pengaruh sebesar 
82,2% terhadap penerimaan PBB di Kota Palembang.

Kata kunci: Penerimaan, PBB, PDRB, rumah tangga, Kontribusi.
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Analysis of Land and Building Taxes (PBB) and the influence of Economic
Growth on Palembang City

ABSTRACT

This research is entitled “ Analysis of Land and Building Taxes (PBB) 
and the influence of Economic Growth on Palembang City The objective of 
this research is to fmd out (1) ratio of land and building taxes on local income and 
a result share tax. (2) the influence of Gross Regional Domestic Product (PDRB) 
and total population on land and building taxes (PBB) revenue on Palembang 
City.

The data used in this research secondary data obtained from various 
govemment institutions that were related to the problems being investigated. The 
equipment of data analysis is used ratio contribution and multiple linier 
regressional method. Dependent variable in the form of a mount of land and 
building taxes (PBB) revenue, while independent variables consist of Gross 
Regional Domestic Product (PDRB) and total population.

The result’s research show that the contribution of land and building taxes 
(PBB) in the result total share taxes still low rate. It could be proved from the 
average contribution of PBB was only 38,50%. While contribution of PBB in the 
local income is comparisoned PAD where the ratio PBB is 13,28% although PAD 
is 27,35%. The ratio of PBB on PDRB with gas and oil included still low rate is 
about 0,276%. According to the value of determinant coefficient (R2 = 0,822) 
shows that the factor of Gross Regional Domestic Product (PDRB) and the total 
population have a significant influence is 82,2% from land and building taxes 
(PBB) revenue on Palembang City.

Keywords : Revenue, PBB, Gross Regional Domestic 
population, contribution.

Product (PDRB),
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BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masalah keuangan merupakan permasalahan pokok bagi daerah dalam 

menyelenggarakan pembangunan untuk memenuhi pelayanan bagi masyarakat. 

Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, meningkatnya pendapatan perkapita 

dan taraf hidup masyarakat, merupakan faktor-faktor yang menjadi tantangan bagi 

pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan dan kebutuhan hidup 

masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan pengeluaran pemerintah semakin

tinggi. Di lain pihak, sumber-sumber penerimaan daerah yang terbatas harus

diusahakan untuk menutupi kebutuhan tersebut. Dalam keadaan seperti ini

bantuan dana dari pemerintah pusat menjadi bagian penting dalam keuangan 

daerah khususnya pembiayaan pembangunan (Bakhry, 1990: 8).

Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah adalah suatu perimbangan 

keuangan pemerintah dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup 

pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta pemerataan antara 

daerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan 

memperhatikan potensi dan kebutuhan daerah ( Iskandar, 2004: 5).

Sistem administrasi pemerintah daerah di Indonesia ditandai oleh dua 

pendekatan yaitu dekonsentrasi dan desentralisasi. Pada sistem dekonsentrasi, 

administrasi daerah dan fungsi pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh 

perangkat pemerintah pusat, sedangkan pada sistem desentralisasi fungsi 

pemerintahan tertentu dan kekuasaan mengambil keputusan tertentu dilimpahkan 

kepada pemerintah daerah yang mencakup lembaga perwakilan yang dipilih.
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Koordinasi antar kedua sistem ini dilakukan melalui kepala daerah, yang memiliki 

dua fungsi (dwifungsi), yaitu sebagai kepala pemerintahan daerah dan wakil

pemerintah pusat (Kuncoro, 2002 : 5).

Sistem pemerintahan daerah, baik dalam bentuk pemerintah berdasar 

desentralisasi maupun asas dekonsentrasi, memainkan peranan yang sangat 

menentukan dalam memelihara persatuan dan stabilitas. Sistem ini harus 

mewujudkan perimbangan yang tepat antara pengendalian dari pusat di satu pihak 

dan keinginan daerah memperoleh otonomi di pihak lain.

Dalam pasal 157 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Pasal 5 

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah. Sumber-sumber penerimaan daerah dalam 

pelaksanaan desentralisasi terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah; Dana 

perimbangan; dan lain-lain penerimaan yang sah.

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan dalam 

negeri (APBN) yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan 

daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut Hasyim (2004: 22), 

menyatakan bahwa dana perimbangan terdiri dari : Bagian daerah dari penerimaan 

Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, 

penerimaan dari SDA; Dana Alokasi Umum (DAU); Dana Alokasi Khusus

asas

(DAK).

Menurut Veriadi (2007: 1), menyatakan bahwa pemberlakuan Undang- 

Undang No. 33 Tahun 2004, semakin membuka peluang dan harapan bagi daerah 

untuk memperoleh sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang lebih adil dan 

proporsional. Hal ini dimaksudkan agar daerah dapat membiayai pelaksanaan
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pembangunan daerah, secara bertahap dapat mengandalkan sumber pembiayaan 

pembangunan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana 

Perimbangan, karena selama ini kebanyakan daerah masih banyak yang 

mengandalkan sumber pembiayaan dari pemerintah pusat.

Salah satu jenis pajak pusat yang diserahkan oleh pemerintah pusat 

sebagai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah 

untuk membiayai pembangunan yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak ini 

pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat (dalam hal ini ini Ditjen Pajak) 

yang pelaksanaannya senantiasa bekeija sama dengan pemerintah daerah.

Keterlibatan pemerintah daerah dikarenakan persentase pembagian hasil 

penerimaannya sebagian besar dialokasikan ke pemerintah daerah. Ini berarti 

kontribusi dari penerimaan PBB sangat mempengaruhi keuangan pemerintah 

daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ini diarahkan pada tujuan untuk

menggali dan memperkuat potensi sumber penerimaan daerah yang stabil dan

dapat diandalkan untuk membiayai pembangunan daerah. Stabil dalam arti 

fluktuasi hasil penerimaannya relatif tidak begitu tinggi, dan dapat diandalkan 

karena kontribusi PBB dalam Anggaran Penerimaan Belanja Daerah (APBD), 

terutama APBD untuk Kabupaten dan Kota relatif besar. Secara potensial PBB 

dapat memenuhi tuntutan-tuntutan tujuan tersebut.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak yang dikenakan atas 

bumi dan bangunan. Termasuk dalam pengertian bangunan yang dapat dikenakan 

pajak adalah: bangunan tempat tinggal (rumah), gedung kantor, hotel, pabrik, 

emplasemen dan lain-lain. Semua ini merupakan satu kesatuan dengan kompleks
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bangunan tersebut diatas, seperti: jalan lingkungan pabrik dan emplasemennya, 

hotel, kolam renang, dan tempat penampungan atau kilang minyak, air, gas, pipa 

minyak dan fasilitas lain yang memberikan manfaat.

Subjek PBB merupakan orang atau badan yang dikenakan PBB karena 

memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki/menguasai bangunan dan atau 

manfaat atas bangunan. Subjek PBB ini disebut wajib pajak yang berkewajiban 

membayar PBB setiap tahunnya.

Objek PBB yang berupa bumi dan atau bangunan merupakan objek pajak 

yang relatif stabil baik dari jumlah maupun nilainya. Objek PBB jelas tidak dapat 

disembunyikan, jumlah atau luas bumi dan bangunan tidak pernah berkurang, 

bahkan jumlah bangunan terus bertambah seiring dengan perumbuhan ekonomi. 

Nilai jual objek PBB sebagai tax base, tidak pernah mengalami penurunan. 

Banyak dan meratanya objek PBB menjadi salah satu jenis pajak yang dominan 

bagi masing-masing daerah ( Sutawijaya, 2003: 16 ).

PBB dilakukan pemungutan dan pengalokasiannya oleh pemerintah pusat 

dikarenakan agar adanya keseragaman dan keadilan dalam perpajakannya ( Yani, 

2002: 62). Hal ini karena pemerintah pusat bertindak sebagai pengatur agar 

pemerintah daerah tidak memutuskan PBB atas kemauannya sendiri.

Hasil penelitian Sutawijaya ( 2003: 16), menyatakan bahwa besar kecilnya 

penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sangat dipengaruhi juga oleh banyak 

faktor yang dapat di identifikasi melalui variabel mikro dan variabel makro. 

Variabel mikro antara lain terdiri dari : kemampuan manajemen dan 

pengelolaannya, kelembagaan dan organisasi pelaksananya, serta kemampuan 

atau potensi pajak itu sendiri. Variabel makro antara lain terdiri dari : Produk
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Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan perkapita penduduk daerah yang 

bersangkutan, dan perkembangan harga-harga.

Imbangan pembagian hasil Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan 

Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2000 tentang pembagian hasil penerimaan 

PBB antara pemerintah Pusat dan Daerah ( Istanto, 1999: 55) sebagai berikut:

a. Hasil penerimaan PBB dibagi antara pemerintah Pusat dan Daerah dengan 

perimbangan, yaitu: 10% untuk pemerintah Pusat dan 90% untuk 

pemerintah Daerah.

b. Jumlah 90% untuk Daerah diperinci menjadi 16,2% untuk daerah Propinsi 

Tingkat I yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening Kas Daerah 

Propinsi, 64,8% untuk daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan 

disalurkan ke rekening Kas Daerah Kabupaten atau Kota, dan 9% untuk 

biaya pemungutan yang disalurkan ke rekening Kas Negara dan Kas

Daerah.

c. Alokasi pembagian pemerintah Pusat yang 10% diatur pembagiannya, 

yaitu: 65% dibagi secara merata kepada seluruh daerah Kabupaten/Kota, 

dan 35% dibagi secara insentif kepada daerah yang realisasinya 

penerimaan sektor pedesaaan dan perkotaan melampaui target dari waktu 

yang telah ditentukan.

Tarif PBB yang dikenakan atas objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah 

sebesar 0,5%. Dasar pengenaan pajaknya adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). 

Besarnya NJOP ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali 

untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan 

daerahnya (Yani, 2002: 68).
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Dasar perhitungan pajaknya adalah Nilai Jual Kena pajak (NJKP) yang 

ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari NJOP. 

Besarnya persentase NJKP ditetapkan peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 

2000 yang diberlakukan mulai Tahun 2001 (dalam Yani, 2002: 68), yaitu: (1) 

sebesar 40% dari NJOP untuk objek Pajak Perkebunan, objek Kehutanan, dan 

objek pajak lainnya, apabila NJOP-nya Rp 1.000.000.000,00 atau lebih. (2) 

sebesar 20% dari NJOP untuk objek Pajak Pertambangan, dan objek Pajak lainnya 

jika NJOP kurang dari Rp 1.000.000.000,00.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dikenakan pada lima sektor (dalam 

Veriadi, 2007: 3), yaitu : sektor perdesaan, sektor perkotaan, sektor perkebunan, 

sektor kehutanan, dan sektor pertambangan. Hasil penelitian Veriadi (2007: 13)

Faktor yang dapat berpengaruh dalam peningkatan penerimaan PBB suatu daerah

adalah kemampuan dari wajib pajak itu sendiri. Berbagai karakteristik wajib pajak

yang dapat berpengaruh diantaranya adalah pendapatan, tingkat pendidikan,

tingkat kemiskinan, dan wilayah wajib pajak.

Kota Palembang sebagai ibu kota propinsi Sumatera Selatan merupakan

pusat pengembangan wilayah yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, 

perdagangan, industri, pendidikan, kebudayaan dan pariwisata. Dengan fungsinya 

yang demikian, ternyata kebutuhan akan dana pembangunan memerlukan 

pembiayaan yang tidak sedikit. Keadaan ini terlihat dari semakin meningkatnya 

pengeluaran pemerintah yang tercermin dalam RAPBD Kota Palembang.

Realisasi penerimaan APBD Kota Palembang tahun 2006 mencapai

sebesar Rp.891.823.700.337,- atau naik sebesar 11,30% bila dibandingkan tahun 

2005 sebesar Rp.801.291.001.771,-. Realisasi penerimaan APBD tahun 2006
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berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), bagi hasil pajak dan penerimaan 

lainnya yang terdiri dari atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu, 

sumbangan dan bantuan, serta penerimaan pembangunan.

Indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah atau 

daerah dalam suatu periode tertentu ditunjukkkan oleh data Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) di setiap wilayah atau daerah tersebut ( Marzuki, 2004: 

1). Pertumbuhan ekonomi Kota Palembang dengan menggunakan Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) mengalami perubahan pertumbuhan ekonomi 

setiap tahunnya. Pertumbuhan yang positif apabila menunjukkan adanya 

peningkatan perekonomian, sebaliknya apabila pertumbuhan negatif 

menunnjukkan adanya penurunan.

r O
□ Migas 
HNon Migas

- - .j

Gambar 1.1 PDRB Kota Palembang Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2006 
(Sumber : BPS Kota Palembang 2006)

Pada gambar tersebut terlihat bahwa secara riil Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB) Kota Palembang pada tahun 2006 dengan migas sebesar Rp. 

13.998.531 juta atau meningkat sekitar 6,96 persen dari tahun sebelumnya sebesar 

Rp. 13.087.898 juta. PDRB tanpa migas sebesar Rp. 12.090.550 atau naik 8,42 

persen dibandingkan tahun 2005 sebesar Rp. 11.151.255 juta. Peningkatan PDRB 

ini diikuti oleh peningkatan laju pertumbuhan ekonomi di Kota Palembang.
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Gambar 1.2 Laju Perumbuhan Ekonomi Kota Palembang Tahun 1996-2006 
(Sumber : BPS Kota Palembang)

Laju pertumbuhan ekonomi dengan migas Kota Palembang selama kurun 

waktu 1996-2006 atas dasar harga konstan rata-rata per tahun adalah sebesar

3.92% dan tanpa migas sebesar 4.65%.

Walaupun pertumbuhan ekonomi Kota Palembang mengalami 

peningkatan setiap tahunnya, akan tetapi pada tahun 1998 pertumbuhan ekonomi 

mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu sebesar -11,43 % dari tahun 

sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya krisis ekonomi yang terjadi pada 

perekonomian Indonesia yang juga berdampak pada perekonomian Kota 

Palembang. Namun pada tahun-tahun berikutnya, pertumbuhan ekonomi Kota

Palembang kembali mengalami peningkatan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu sumber

penerimaan daerah yang cukup besar dan masih mempunyai potensi untuk

dikembangkan peningkatannya baik jangka pendek maupun jangka panjang 

sebagai pembiayaan kegiatan pembangunan daerah karena pajak ini memberikan 

kontribusi yang besar dalam penerimaan daerah dibandingkan pajak-pajak daerah.

Penerimaan PBB kota Palembang berasal dari sektor perkotaan, 

kehutanan, dan pertambangan. Pemerintah Kota Palembang terus berupaya untuk
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mencapai penerimaan hasil pajak yang sesuai dengan target atau melebihi target 

yang diharapkan agar pembangunan Kota Palembang dapat ditingkatkan.

60000000-,
!

T50000000-'-

rti40000000 ';
H □ Target 
_ □ Realisasi

30000000-'
(C1 ts,20000000 

10000000 - mm--

0
2001 2002 2003 2004 2005 2006

Gambar 1.3 Target dan Realisasi Penerimaan PBB Kota Palembang
Tahun 2001-2006

( Sumber : Dispenda Kota Palembang )

Berdasarkan Gambar 1.3 terlihat bahwa penerimaan PBB Kota Palembang

mengalami peningkatan setiap tahunnya. Realisasi penerimaan PBB tahun 2001-

2005 melebihi target yang telah ditetapkan dimana hasil penerimaan PBB yang

tertinggi pada tahun 2005, realisasi penerimaan PBB sebesar Rp. 65.455.914 ribu

melebihi target sebesar Rp. 52.136.028 ribu, ini dikarenakan adanya kebijakan 

pemerintah daerah untuk terus meningkatkan pelayanan iuran pemungutan pajak. 

Oleh karena itu, penulis ingin membahas lebih lanjut mengenai peranan Pajak 

Bumi Dan Bangunan (PBB) dan akan menganalisisnya dalam skripsi yang 

berjudul "Analisis Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pengaruh dari 

Perkembangan Ekonomi Kota Palembang”.

9



I

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah 

yang ingin dianalisis dalam penelitian ini adalah :

1. Berapa besar kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam 

daerah dan total bagi hasil pajak dalam dana perimbangan dipenerimaan 

Kota Palembang.

2. Bagaimana pengaruh penerimaan Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) dan jumlah rumah tangga terhadap penerimaan PBB di Kota 

Palembang.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya

penelitian ini ialah:

1. Untuk menghitung kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap 

penerimaan daerah dan total bagi hasil pajak dalam dana perimbangan di

Kota Palembang.

2. Untuk menganalisis pengaruh penerimaan Produk Domestik Regional

Bruto (PDRB) dan jumlah rumah tangga terhadap penerimaan PBB di

Kota Palembang.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Manfaat Teoritis
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna

dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama di bidang ekonomi

khususnya ekonomi keuangan daerah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi Pemerintah

Daerah Kota Palembang dalam rangka upaya peningkatan penerimaan

Pajak Bumi dan Bangunan serta sebagai bahan informasi bagi pihak yang

berkepentingan untuk meneliti masalah PBB di Kota Palembang.
I
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